PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 1996
TENTANG

PENGELOLAAN DAN INVESTASI DANA PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Menimbang :

Mengingat

Menetapkan :

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak-hak peserta program
jaminan sosial tenaga kerja, kekayaan Badan Penyelenggara yang
berasal dari iuran peserta perlu diinvestasikan dan dikelola secara
terarah untuk mencapai hasil yang optimal;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 28 Undang-undang Nomor 3
Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, diperlukan adanya
ketentuan yang mengatur pengelolaan dan penempatan investasi
dana program jaminan sosial tenaga kerja;

c. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk menetapkan
Peraturan Pemerintah mengenai Pengelolaan dan Investasi Dana
Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga
Kerja (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3468);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang
Penyelenggaraan Program jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran
Negara Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3520);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran
Negara Tahun 1995 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN DAN INVESTASI DANA
PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA.
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KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.

1)
(2

1)

(2

1)

Badan Penyelenggara adalah badan usaha milik negara yang bidang usahanya
menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja.

Cadangan Jaminan adalah cadangan yang dibentuk untuk memenuhi kewajiban
kepada peserta Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan.

BAB Il
KEKAYAAN DAN PEWAJIBAN BADAN
PENYELENGGARA

Pasal 2

Dana program jaminan sosial tenaga kerja dikelola oleh Badan Penyelenggara
yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pengelolaan dana program jaminan sosial tenaga kerja oleh Badan
Penyelenggara dilakukan semata-mata untuk kepentingan peserta dengan
mempertimbangkan perimbangan yang memadai antara kekayaan dan
kewajiban Badan Penyelenggara.

Pasal 3

Kekayaan Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2),
terdiri dari:

a. Investasi;

b. kas dan rekening di bank;

C. piutang iuran.

Pengelolaan kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
mempertimbangkan tingkat risiko, tingkat hasil, dan tingkat likuiditas yang
sesuai dengan kewajiban yang harus dipenuhi.

Pasal 4

Kewajiban Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2),
terdiri dari:

a. cadangan Jaminan Hari Tua;

b. cadangan Jaminan Kecelakaan Kerja;
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c. cadangan Jaminan Kematian;

d. cadangan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

Cadangan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk oleh Badan
Penyelenggara dengan memperhitungkan besar dan jenis jaminan yang
merupakan hak peserta.

BAB Il
INVESTASI KEKAYAAN

Pasal 5

Investasi Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf a dapat berupa:

a. Deposito berjangka dan sertifikat deposito;

Sertifikat Bank Indonesia (SBI);

Saham dan obligasi yang tercatat di bursa efek di Indonesia;

Unit penyertaan reksadana;

Penyertaan langsung; dan atau

Tanah dengan bangunan.

Penempatan kekayaan Badan Penyelenggara dalam jenis investasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pada satu pihak tidak boleh melebihi 10% (sepuluh
perseratus) dari jumlah nilai investasi, kecuali penempatan pada Bank Indonesia
dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia;

Penempatan kekayaan Badan Penyelenggara dalam jenis investasi deposito
berjangka dan sertifikat deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
tidak boleh melebihi 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah nilai investasi.
Penempatan kekayaan Badan Penyelenggara dalam jenis investasi obligasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak boleh melebihi 70% (tujuh
puluh perseratus) dari jumlah nilai investasi.

Penempatan kekayaan Badan Penyelenggara dalam jenis investasi saham
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c atau unit penyertaan reksadana
sebagaimana dimaksud pada huruf d, tidak boleh melebihi 50% (lima puluh
perseratus) dari jumlah nilai investasi.

Penempatan kekayaan Badan Penyelenggara dalam penyertaan langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak boleh melebihi 10% (sepuluh
perseratus) dari jumlah nilai investasi.

Penempatan kekayaan Badan Penyelenggara dalam tanah dengan bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak boleh melebihi 10% (sepuluh
perseratus) dari jumlah nilai investasi.
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Pasal 6

Badan Penyelenggara dilarang menempatkan kekayaannya pada:
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instrumen turunan surat berharga;

instrumen perdagangan berjangka, baik untuk komoditi maupun valuta asing;
investasi di luar negerti;

perusahaan asuransi dalam bentuk penyertaan langsung;

perusahaan milik direksi, dewan komisaris, atau pembina selaku pribadi;
perusahaan milik keluarga, sampai derajat kedua menurut garis lurus maupun garis
kesamping, termasuk menantu dan ipar, dari pihak sebagaimana dimaksud dalam
huruf e.

Pasal 7

Direksi atau komisaris Badan Penyelenggara, termasuk setiap orang yang

mempunyai kewenangan dalam pengelolaan kekayaan Badan Penyelenggara,

wajib melaksanakan tugas dan atau fungsinya semata-mata untuk kepentingan
pemenuhan hak peserta program jaminan sosial tenaga kerja.

Direksi, komisaris, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan Badan Penyelenggara

menjual, = memindahtangankan atau menyewakan kekayaan Badan

Penyelenggara, atau memberikan pinjaman uang, atau menyediakan jasa,

fasilitas atau barang, atau mengalihkan atau mengijinkan penggunaan kekayaan

Badan Penyelenggara selain untuk kepentingan Badan Penyelenggara, dengan

atau kepada:

a. direksi, komisaris, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
untuk kepentingan pribadinya;

b. pihak yang menyediakan jasa pengelolaan investasi kepada Badan
Penyelenggara;

c. pihak yang memiliki sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus)
saham yang memiliki hak suara dari perusahaan yang mempekerjakan
peserta program jaminan sosial tenaga kerja;

d. keluarga, sampai derajat kedua menurut garis lurus maupun garis ke
samping, dari direksi, komisaris, atau setiap orang sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan pihak lain sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf
C;

e. direksi, komisaris atau pemegang saham mayoritas dari pihak sebagaimana
dimaksud pada huruf b dan huruf c;

f.  pihak lain yang dikendalikan oleh pihak sebagaimana dimaksud pada
huruf b dan huruf c.



Pasal 8

Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) baik secara bersama-sama
maupun secara pribadi, bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul akibat
pelanggaran ketentuan Pasal 5, Pasal 6 atau Pasal 7.
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Pasal 9

Badan Penyelenggara dapat menunjuk satu atau lebih pihak lain yang tidak
terafiliasi untuk melakukan pengelolaan investasi.

Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki keahlian dan
pengalaman di bidang pengelolaan investasi, serta memiliki ijin usaha sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengelolaan investasi oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
harus sesuai dengan ketentuan mengenai investasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7.

Badan Penyelenggara tetap bertanggung jawab terhadap pengelolaan investasi
yang dilakukan oleh pihak ketiga.

BAB IV
PEMBENTUKAN CADANGAN JAMINAN

Pasal 10

Pembentukan cadangan Jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
didasarkan pada akumulasi dari hak masing-masing peserta atas Jaminan Hari
Tua.

Besarnya cadangan Jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus sama dengan jumlah iuran ditambah dengan hasil pengembangannya.
Hasil pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh kurang
dari jumlah yang ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan saran Menteri
Keuangan.

Pasal 11

Pembentukan cadangan Jaminan Kecelakaan Kerja, cadangan Jaminan
Kematian dan cadangan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sebagimana dimaksud
dalam Pasal 4 harus memperhitungkan:
a. kewajiban pembayaran jaminan yang timbul dari suatu peristiwa yang
mungkin terjadi di masa yang akan datang;
b. kewajiban pembayaran jaminan yang timbul dari peristiwa yang sudah
terjadi, tetapi belum dibayar atau belum diselesaikan;



